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ABSTRAK

Fallahiyan, Muh. Alfian, 1620310112, Analisis Yuridis Yurisprudensi Sebagai
Objek Judicial Review, Tesis.  Program Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. Siti Fatimah,
S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Yurisprudensi, Objek, Judicial Review

Yurisprudensi dikenal sebagai sumber hukum, namun dalam praktiknya di
Indonesia yurisprudensi juga memiliki otoritas mengatur layaknya peraturan
perundang-undangan.  Yurisprudensi sebagai sebuah hasil penemuan hukum
memang tidak bisa dikesampingkan dalam perkembangan hukum di Indonesia.
Namun permasalahan yang timbul adalah adanya yurisprudensi yang bertentangan
dengan norma dalam peraturan perundang-undangan, terutama yurisprudensi yang
terbentuk atas putusan hakim yang melakukan contra legem dalam pertimbangan
putusannya. Hal inilah yang menjadi sebuah problem tentang tidak adanya dasar
hukum atau ketentuan untuk menilai atau menguji konflik norma antara
yurisprudensi dan undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia dikeenal
judicial review sebagai wadah untuk melakukan pengujian pertentangan norma
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis apakah bisa yurisprudensi dijadikan sebagai bagian dari objek
judicial review.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research),
dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan
hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui
informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen berupa, peraturan
perundang-undangan, buku teks, jurnal hukum dan lainnya. Metode analisa yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa secara praktis,
yurisprudensi sebagai sumber hukum mendapatkan otoritas yang lebih jika
dibandingkan dengan sumber hukum formil lainnya, selain undang-undang.
Dalam beberapa putusan contra legem seperti Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/
PN.Jkt.Sel., Putusan No. 275 K/Pid/1983 dan Putusan No. 1400 K/Pdt/1986,
yang pada akhirnya menjadi dasar terbentuknya yurisprudensi kemudian
menimbulkan konflik norma yurisprudensi dengan undang-undang. Fakta ini
menjadi dasar perlunya dilakukan pengujian terhadap materi yurisprudensi
melalui judicial review bertujuan untuk memastikan bahwa yurisprudensi sebagai
produk hukum tidak memiliki kekuatan yang absolut dan untuk memastikan
terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum. Sekaligus demi terwujudnya
prinsip check and balances.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam

tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam

penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158

Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Napf Huruf Latin Keterangan

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ X Te

< sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

5 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er

J Zai V., Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= sad $ es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas
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£ Gain G Ge
] fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
B Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
J Nun N En
3 Wawu W We
° ha’ H H
3 Hamzah X Apostrof
¢ ya’ 4 Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

(e Ditulis muta‘aqqidin
Bac Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
A Ditulis Hibah
Pt Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan “h”.

N A S

Ditulis

karamah al-auliya’
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis

dengan tanda t.

k) 318 Ditulis zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

- Kasrah Ditulis I
: Fathah Ditulis A
2 dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis A
idals Ditulis Jahiliyyah
fathah + ya’ mati Ditulis A
= Ditulis yas‘a
kasrah + ya’ mati Ditulis I
A S Ditulis Karim
dammah + wawu mati Ditulis U
U A Ditulis furtd
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati Ditulis Al
STY Ditulis Bainakum
fathah + wawu mati Ditulis Au
JsA Ditulis Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
(ﬁiﬁ Ditulis a’antum
e Ditulis u‘iddat




A3 SE oAl Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

oAl Ditulis al-Qur’an

sl Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

elanddl Ditulis as-Sama’

il Ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

s Al s 5 Ditulis zawT al-furid

Al Jaf Ditulis ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dengan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945' sebagai konstitusi negara. Sebagai negara
hukum tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh elemen bangsa,
guna tercapainya kehidupan bermasyarakat yang aman damai dan sejahtera sesuai
dengan cita-cita bangsa ini yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk
melaksanakan fungsi tersebut salah satunya dilakukan dengan membentuk
peraturan berupa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya yang didasari
oleh nilai luhur yang lahir dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Pembentukan peraturan baik itu berupa undang-undang ataupun peraturan
turunan lainnya berasal dari sumber hukum yang secara umum dikenal terdapat
dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil.
Salah satu dari beberapa sumber hukum tersebut terdapat yurisprudensi yang
masuk dalam kategori sumber hukum formil. Selain yurisprudensi terdapat juga
undang-undang, traktat, kebiasaan dan doktrin yang juga merupakan masuk dalam
kategori sumber hukum formil.

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada

pengaturannya pada sumber yang lain.? Kemudian keputusan tersebut digunakan

! Dalam penulisan selanjutnya disebut UUD 1945,
2 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2016),
him. 199.



secara berulang-ulang sebagai landasan/dasar hukum untuk mengadili perkara
atau kasus yang memiliki kesamaan materi dengan kasus dalam putusan yang
menjadi dasar terbentuknya yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan salah satu
sumber hukum yang pembentukannya merupakan hasil telaah mandiri dari hakim
pengadilan dalam putusannya terhadap perkara yang belum memiliki dasar hukum
atau tidak jelas dasar hukumnya, baik itu melalui penafsiran atau interpretasi
maupun melalui konstruksi hukum.> Putusan hakim dalam segala tingkatan
peradilan tidak serta merta langsung dapat dikatakan sebagai yurisprudensi (tetap)
melainkan melalui prosedur dan kriteria yang harus terpenuhi yaitu eksaminasi
dan notasi oleh MA?*.

Sebagai sebuah sumber hukum, yurisprudensi tidak seperti sumber hukum
lainnya yang hanya sebatas menjadi acuan terbentuknya sebuah peraturan atau
hukum yang kemudian diundangkan melalui proses legislasi. Atau hanya menjadi
sumber hukum untuk memutus perkara tertentu dalam proses peradilan. Pada satu
sisi yurisprudensi dikatakan sebagai sumber hukum, namun pada sisi yang lain
jika dilihat dari pemberlakuannya (secara praktis) terlihat memiliki fungsi
otoritatif yang layaknya peraturan perundang-undangan, yang merupakan hasil
bentukan dari sumber hukum, seperti undang-undang yang merupakan hukum

tertulis bentukan eksekutif dan legislatif atas kompromi atau kesepakatan bersama

¥ Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan melalui dua bentuk, sebagai berikut:
a. Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang tetapi tetap berpegang
pada kata-kata/bunyi peraturannya; dan
b. Konstruksi/argumentasi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan
dalam Undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus
memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Lihat, Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him. 169.
* Penulisan selanjutnya disebut dengan MA.



atas persetujuan presiden. Sementara yang membedakannya dengan undang-
undang adalah putusan pengadilan yang bersifat konkret dan mengikat orang
tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan-peraturan yang bersifat
abstrak atau umum dan mengikat semua orang.” Selain itu yurisprudensi juga
tidak termasuk dalam hierarki® perundang-undangan yang susunannya diatur
dalam undang-undang sebagai peraturan yang secara resmi yang diakui oleh
undang-undang di Indonesia (memiliki legalitas atau dasar hukum).

Yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia tidak ada dasar hukum
yang mengatur secara khusus mengenai seperti apa kedudukannya, dasar
hukumnya disandarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:’

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara dengan dalih, bahwa hukum atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”.

Pasal tersebut di atas memberikan sebuah arti bahwa dalam kondisi apabila
peraturan perundang-undangan belum dibentuk (ada kekosongan hukum), maka
terhadap perkara yang diajukan, hakim harus tetap memeriksa dan mengadili
dengan menjalankan fungsi pembentukan hukum (melalui penemuan hukum)
dengan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui

> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2003), him. 92.

® Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Lihat, penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

" Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



pembentukan hukum (judge made law) yang akan dijadikan pedoman sebagai
yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.®

Layaknya pendelegasian perundang-undangan yang diberikan pada
pemerintah dapat memberikan peluang yang besar untuk membuat peraturan
perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana lebih lanjut dari setiap undang-
undang, yang dalam pembentukannya berpotensi terjadi pertentangan atau konflik
norma antar peraturan yang dibentuk, begitu pula dengan yurisprudensi. Hal ini
juga akan membuka kemungkinan bagi dibentuknya yurisprudensi yang
sebenarnya tidak sesuai, atau bertentangan dengan undang-undang bahkan juga
dengan konstitusi, oleh sebab itu, untuk menjamin tertib hukum perlu
dikembangkan atau diefektifkan pelaksanaan judicial review atau hak uji material
oleh lembaga yang berwenang.” Artinya judicial review dilaksanakan sebagai
perwujudan implementasi prinsip check and balances antar lembaga negara
berkaitan dengan pengawasan kebijakan atau keputusan masing-masing lembaga
negara sebagai perwujudan karakter sebagai negara hukum dan demokrasi.

Jika terjadi perselisihan konflik norma peraturan yang dibentuk dengan
undang-undang yang lebih tinggi atau bertentangan dengan konstitusi, maka pihak

1
| 0

atau badan hukum diberikan ruang untuk melakukan uji materil™ maupun uji

® Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, him. 31.

% Siti Fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), him.
41.

10 Jimly Asshiddigie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan
per tentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut
kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang
berlaku umum. Lihat, Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), him. 1.



formil** atas suatu undang-undang yang sekiranya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang posisinya lebih tinggi bahkan juga jika bertentangan
dengan UUD 1945, atau jika terdapat pihak baik itu perorangan atau badan hukum
yang merasa dirugikan oleh adanya sesuatu materi yang terdapat dalam undang-
undang tersebut. Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan
gugatan kepada Mahkamah Konstitusi*? atau pada MA untuk kemudian dilakukan
pengujian (judicial review) terhadap materi ataupun prosedur pembentukannya.
Artinya jika untuk menguji materi atau prosedur pembentukan peraturan
perundang-undangan sudah memiliki dasar hukum, yaitu dimuat dalam UUD
1945 yang memberikan kepada MA dan MK sebagai lembaga yang berwenang
melaksanakan pengujian.

Salah satu poin mendasar dari penataan kekuasaan kehakiman pada
perubahan atau amandemen ketiga UUD 1945 adalah masalah pengaturan
kewenangan judicial review atau hak menguji yang dilakukan oleh MA dan MK.
Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa MA berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
terhadap Undang-undang.’® Sedangkan terkait dengan kewenangan pengujian
konstitusional undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi ranah kewenangan

MK sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1).**

11 Jimly Asshiddigie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebagai
pengujian formil (formeele toetsing) tidak hanya mencakup proses pembentukan undang-
undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk Undang-
undang, dan pemberlakuan Undang-undang. Lihat, Ibid., him. 62-63.

12 Dalam penulisan selanjutnya disebut dengan MK.

13 pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,



Judicial review dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan pengujian
baik secara matril maupun formil suatu undang-undang terhadap Undang-undang
Dasar, serta kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang wewenangnya diberikan oleh UUD. Judicial review pada prinsipnya
merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang
ditetapkan oleh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Para
ahli hukum umumnya sepakat bahwa urgensi judicial review adalah sebagai alat
kontrol terhadap konsistensi produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan
dasarnya, untuk itu diperlukan judicial activision.™

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang secara praktis sering
dijadikan sebagai tumpuan hakim dalam mengadili perkara yang belum diatur
oleh undang-undang, seharusnya memiliki ruang untuk dilakukan analisa kembali
melalui pengujian, baik itu berkaitan dengan materi ataupun prosedur
penetapannya sebagai sebuah yurisprudensi. Jika memang yurisprudensi terbukti
memang bertentangan atau terjadi konflik norma dengan peraturan perundang-
undangan yang diakui berlaku secara hierarki dalam sistem hukum di Indonesia,
bahkan jika memang bertentangan dengan nilai dan rasa keadilan dalam

masyarakat. Namun faktanya hingga saat ini belum pernah dilakukan pengujian

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

1> Siti Fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesia, him. 40.



terhadap yurisprudensi, meskipun dalam beberapa fakta didapatkan beberapa
yurisprudensi memiliki pertentangan dengan peraturan perundang-undangan.®

Pertimbangan hakim dalam putusannya sekalipun hakim memiliki
kewenangan absolut dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim, tentu
ada peluang untuk pertimbangan hingga putusannya bertentangan dengan
peraturan yang ada. Selain itu kemungkinan adanya pro kontra terhadap materi
yurisprudensi tersebut, hingga seharusnya memiliki ruang untuk diuji materi atau
isi sebagai sebuah hukum yang berlaku. Hal ini tentu saja sebagai bentuk
perwujudan prinsip check and balances sebagai perwujudan Indonesia sebagai
negara hukum, guna mewujudkan produk hukum yang sesuai dan memenuhi nilai
rasa keadilan dalam masyarakat.

Contoh dari adanya pro kontra terhadap materi yurisprudensi disebabkan
adanya konflik norma dengan undang-undang adalah putusan hakim tentang
diakuinya penetapan tersangka sebagai objek perkara dalam praperadilan.
putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.,'” yang kemudian dijadikan sebagai
norma atau dasar hukum untuk mengadili praperadilan setelah putusan ini
ditetapkan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan Pasal 77

Undang-undang Hukum Acara Pidana®® yang tidak menyebutkan hal tersebut

1° Beberapa putusan pengadilan yang merupakan hasil penemuan hukum yang memang baru,
baik itu atas suatu perkara yang memang belum ada dasar hukumnya maupun dari putusan yang
berasal dari pertimbangan contra legem hakim dalam peradilan.

7 pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015,
dengan para pihak: Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi., VS Komisi
Pemberantasan Korupsi/ KPK cg. Pimpinan KPK.

'8 Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Pengadilan
negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan;



(penetapan status tersangka) menjadi hal yang bisa diajukan sebagai objek dalam
praperadilan.

Putusan pengadilan praperadilan tersebut yang kemudian secara tidak
langsung akan menjadi yurisprudensi. Dalam hal inilah terjadi perbedaan
pendapat terhadap putusan hakim, ada yang menganggap itu merupakan bagian
dari terobosan hakim yang juga merupakan fungsi hakim dalam menemukan
hukum. Sementara dilain pihak ada yang mengatakan bahwa hal tersebut
merupakan bentuk penyelewengan terhadap hukum. Keputusan hakim perkara ini
yang kemudian pada perkembangannya dapat dikatakan sebagai yurisprudensi
tetap karena digunakan kembali oleh beberapa hakim lainnya sebagai dasar untuk
mengadili perkara yang memiliki kesamaan dengan materi yurisprudensi tersebut.

Selain yurisprudensi yang berkaitan dengan objek perkara dalam
praperadilan jauh sebelumnya terdapat sebuah yurisprudensi yang mendapat
sejumlah respons atau kritik dari masyarakat maupun ahli hukum. Yurisprudensi
tersebut adalah yurisprudensi atas putusan No. 275 K/Pid/1983", yang menjadi
dasar sampai saat ini mengenai munculnya istilah “bebas murni” dan
“bebas tidak murni”, yang kemudian putusan yang “bebas tidak murni” dapat
diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bukti lain mengenai terjadinya pertentangan antara norma yurisprudensi

dengan peraturan perundang-undangan terbukti terjadi dalam putusan No. 1400

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada
tingkat penyidikan atau penuntutan.”
9 pytusan Mahkamah Agung No.275 K/Pid/1983, atas nama Raden Sonson Natalegawa.



K/Pdt/1986%° tanggal 20 Januari 1989 yang memperbolehkan perkawinan beda
agama. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 40 KHI (Kompilasi Hukum
Islam)?* yang melarang perkawinan beda agama, juga Pasal 2% Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fakta tersebut menunjukkan bagaimana sebuah yurisprudensi bisa terjadi
konflik dengan norma dalam peraturan perundang-undangan, yang pada ahirnya
melahirkan pro kontra dikalangan pemerhati hukm. Perbedaan pendapat di tengah
masyarakat bahkan pada kalangan ahli hukum, baik itu secara materi ataupun
prosedur pembentukannya, membuktikan bagaimana adanya sebuah kebutuhan
untuk adanya pengujian untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap
produk hukum agar sesuai dengan nilai dan rasa keadilan dan demi terciptanya
kepastian hukum. Karena itulah sebagai sebuah produk hukum yang memiliki
otoritas seharusnya memiliki ruang untuk diuji secara materil, agar produk hukum
berupa yurisprudensi ini tidak seperti produk hukum yang anti kritik atau
memiliki kekuatan yang absolut yang tidak memiliki ruang untuk diuji.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
berupa tesis dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana status yurisprudensi
dalam fungsinya sebagai produk hukum yang memiliki otoritas padahal tidak

termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian

2 pytusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, atas nama Andi Vonny Gani P..

2! Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang
pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

?2 pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”
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setelah menganalisis fungsinya tersebut, penulis mencoba menggali sebuah
wacana hukum bagaimana yurisprudensi ini menjadi sebuah objek judicial review
sebagai perhatian atas adanya polemik terhadap beberapa yurisprudensi yang ada
saat ini yang dianggap memang ada permasalahan yang bisa dijadikan sebagai
objek penelitian. Sebagai bentuk integrasi keilmuan, dalam analisa penelitian ini
juga menganalisis yurisprudensi sebagai objek judicial review dalam tinjauan
konsep figh siyasah. Bagaimanapun figh siyasah menjadi sebuah komparasi yang
menarik, tentu saja untuk memperluas wawasan ketata negaraan melalui konsep
dan nilai yang ada didalamnya.

Penelitian terhadap isu ini sangat menarik karena berkaitan dengan sebuah
produk hukum yang menurut saya pribadi merupakan produk hukum yang unik
dari yudikatif yang mendapatkan legitimasi dari kebiasaan hukum. Selain karena
produk hukum ini berbeda proses pembentukannya dengan peraturan perundangan
yang lain, yaitu merupakan hasil keputusan sebuah perkara yang artinya lahir dari
rahim lembaga yudisial yang kemudian memiliki kedudukan layaknya perundang-
undangan yang lainnya. Namun, belum ada regulasi atau pengaturan yang
spesifik terhadap produk hukum berupa yurisprudensi ini, baik statusnya sebagai
produk hukum yang otoritatif maupun dalam hal status pengujiannya jika terdapat
permasalahan dari materi maupun prosedur pembentukannya. Dari beberapa
alasan tersebut itu saya tertarik untuk menganalisis isu hukum ini dalam sebuah
karya ilmiah berupa tesis dengan judul: Analisis Yuridis Yurisprudensi Sebagai

Objek Judicial Review.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas otoritas yang dimiliki oleh yurisprudensi sebagai
dasar penyelsaian perkara hukum di Indonesia?

2. Apakah mungkin yurisprudensi dijadikan sebagai objek judicial review?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran bagaimana tujuan akhir dari
sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan
penelitian dengan tujuan untuk:
1. Untuk mengetahui legalitas yurisprudensi dalam sistem perundang-
undangan atau sistem hukum di Indonesia digunakan sebagai dasar hukum
untuk menyelsaikan sebuah perkara;
2. Untuk mengetahui bisa atau tidaknya yurisprudensi dijadikan sebagai
objek judicial review.
D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur
dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang isi penelitian yang
memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-
penelitian terdahulu sebagai pembanding antara lain:

Karya ilmiah berupa tesis yang disusun oleh Hardyanto?, mahasiswa
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma

Jaya Yogyakarta 2014, dengan judul “Judicial Review Peraturan Pemerintah

2 Hardyanto, “Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)”,
Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2014.
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Pengganti Undang-undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi”. Adapun
permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah, apakah MK
berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu dan bagaimana implikasi
hukum apabila MK melakukan judial review terhadap Perppu. Sedangkan tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang MK dalam
melakukan judicial review terhadap Perppu dan untuk mengetahui dan mengkaji
implikasi hukum apabila MK melakukan judicial review terhadap Perppu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang
berfokus pada norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam
penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dalam pembahasan penulisan tesis yaitu MK tidak berwenang
melakukan judicial review terhadap Perppu. Kewenangan yang dimiliki oleh MK
yang diberikan oleh UUD Negara Rl 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sama sekali tidak ada dan tidak
ditemukan ketentuan yang menyebutkan bahwa MK bisa menguji Perppu.

Uraian di atas terlihat terdapat objek kesamaan dan perbedaan antara tesis
yang sudah ditulis dengan penelitian tesis yang akan saya lakukan. Penelitian ini
sama-sama mengambil judicial review sebagai objek, namun berbeda dengan
objek pengkaitannya. Dalam penelitian yang sudah dilakukan mengaitkan dengan

Perppu sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berkaitan antara judicial
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review dengan yurisprudensi. Selain itu terdapat kesamaan dalam jenis penelitian
yaitu penelitian normatif. Sementara untuk pendekatan yang digunakan berbeda,
jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan politik hukum maka saya
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Karya yang ke dua adalah karya ilmiah berupa tesis yang disusun oleh
Elviandri**. Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta 2007, dengan judul “Judicial Review Dalam
Ketatanegaraan Indonesia”.  Adapun permasalahan yang diangkat dalam
penulisan tesis ini adalah bagaimanakah hubungan kewenangan antara MK dan
MA pada pengujian judicial review dalam ketatanegaraan di Indonesia. Model
judicial review apakah yang digunakan dalam tatanan ketatanegaraan di
Indonesia.

Penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (normative
legal reseach), yaitu penelitian terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif
yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis atau tidak tertulis ataupun suatu
keputusan dari lembaga yang berwenang. Dalam kaitannya dengan penelitian
normatif yuridis digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach).

Uraian di atas jelas memberikan penjelasan tentang penelitian yang
dilakukan dan dengan itu dapat dikatakan terdapat kesamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang saya lakukan. Persamaannya adalah penelitian ini

merupakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian yuridis normatif dengan

24 Elviandri, “Judicial Review dalam Ketatanegaraan Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana
IImu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.
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satu pendekatan yang sama Yyaitu pendekatan perundang-undangan sementara itu
berbeda dalam penggunaan pendekatan yang lain yaitu komparatif. Perbedaan
yang jelas juga pada kajian objek penelitian yang mengkaji secara umum tentang
judicial review di Indonesia.

Karya ilmiah Janpatar Simamora®®, Fakultas Hukum Universitas HKBP
Nommensen Medan 2013, dengan judul “Analisa Yuridis Terhadap Model
Kewenangan Judicial Review di Indonesia”. Adapun permasalahan yang diangkat
dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimanakah hubungan antara MA dengan MK
dalam pelaksanaan kewenangan judicial review dan bagaimana upaya
pembenahan dalam rangka mengefektifkan model kewenangan judicial review di
Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Kesimpulan dalam pembahasan penulisan yaitu MA berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
undang terhadap Undang-undang, sedangkan MK berwenang menguji Undang-
undang terhadap Undang-undang Dasar. Namun ternyata model kewenangan
judicial review semacam ini rentan melahirkan persoalan hukum yang dapat
merusak pilar-pilar hukum, sehingga perlu dilakukan penataan ulang.

Uraian di atas menjelaskan bagaimana penelitian ini, baik dari subtansi
yang akan yang dibahas yaitu tentang cerminan umum kewenangan judicial
review yang merupakan jenis penelitian normatif. Dengan begitu jelas subtansi
dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah berbeda

namun memiliki kesamaan dalam jenisnya yaitu sama-sama penelitian normatif.

% Janaptar Simamora, “Analisis Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di
Indonesia”, Jurnal, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.
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Karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Yoshelsa Wardhana®,
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016, dengan
judul, “Perbandingan Hukum tentang Pelaksanaan Judicial Review Antara
Negara Indonesia dan Negara Jerman”. Adapun masalah yang di angkat sebagai
problrm of research sebagai tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbandingan kewenangan MK dalam hal judicial review antara
negara Jerman dengan negara Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode
penelitian hukum normatif dengan mengambil pendapat para ahli dan melalui
produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini
termasuk deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, tentang
berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Terdapat persamaan dan
perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan ini dengan penelitian yang kami
lakukan. Penelitian ini sama dalam jenis penelitian dan jenis pendekatan yang
digunakan dan juga sama dalam salah satu objek yaitu tentang judicial review.
Perbedaannya adalah penelitian yang penulis lakukan menganalisis yurisprudensi
apakah bisa menjadi objek dari judicial review, sementara penelitian yang sudah
dilakukan membandingkan judicial review di Indonesia dengan Jerman.

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu ini menyimpulkan bahwa MK
Republik Indonesia tidak mengenal pembagian kewenangan penanganan perkara

judicial review sebab MK di Indonesia hanya mengenal Pengujian Undang-

% Yoshelsa Wardhana, “Perbandingan Hukum tentang Pelaksanaan Judicial Review Antara
Negara Indonesia dan Negara Jerman”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2016.
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undang terhadap Undang-undang Dasar dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan
dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal
10 ayat (1). Sedangkan MK Republik Federal Jerman mengenal pembagian
kewenangan penanganan perkara judicial review yakni melalui Senat Pertama
dan Senat Kedua. Dalam Pasal 14 ayat (1) MK Republik Federal Jerman, Senat
Pertama terkonsentrasi dalam pengujian Undang-undang Negara Bagian/Federal
terhadap UUD Republik Federal Jerman atau Undang-undang Negara Bagian
terhadap Undang-undang Federal. Dalam Pasal 14 ayat (2) MK Republik Federal
Jerman, Senat Kedua terkonsentrasi dalam pengujian apakah suatu aturan Hukum
Internasional Publik merupakan bagian dari hukum federal dan pengujian lain
yang tidak ditugaskan pada Senat Pertama.
E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah gambaran umum seperti apa teori yang
akan digunakan sebagai alat analisis dalam sebuah karya ilmiah yang kemudian
nantinya akan diuraikan lebih lanjut dalam bab kajian teori yaitu pada bab dua.
Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Penemuan Hukum;

Penemuan hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum
oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa
hukum yang konkret. Dengan bahasa yang lain penemuan hukum adalah
upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak
berdasarkan peristiwa yang nyata terjadi. Dapat juga diartikan dalam arti

praktis, hakim harus menyesuaikan Undang-undang dengan hal-hal yang
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konkret, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup
segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.?’

Selain itu penemuan hukum juga diartikan sebagai pembentukan
hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk
penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, juga
merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (das
sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (das
sein) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah
bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa
konkret.”® Ahmad Rifai dalam bukunya Penemuan Hukum Oleh Hakim
dalam Persfektif Hukum Progresif, mengatakan, profesi utama yang
terutama sekali melakukan penemuan hukum adalah hakim, karena setiap
harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik yang harus
diselesaikannya.?®

Awal kelahiran konsep penemuan hukum oleh hakim selain karena
kelemahan undang-undang, juga karena adanya asas ius curia novit, yaitu
hakim dianggap mengetahui hukum. Konsekwensi dari asas tersebut
maka, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya

dengan alasan tidak ada aturannya.®®* Marwan Mas membagi periode

27 7ainal Asikin, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), him. 93.

%8 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta, Liberty, 2007),
him, him. 38.

# Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), him. xi.

%0 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, him. 160.
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sejarah penemuan hukum menjadi tiga periode yaitu,®! fase sebelum tahun
1800, fase pertengahan abad ke 18 dan fase pertengahan abad ke 19.

Di Indonesia penemuan hukum oleh hakim menjadi suatu yang
biasa bahkan haruslah terjadi. Dikarenakan adanya kekosongan hukum
dalam artian adanya perkara-perkara yang terjadi sementara tidak jelas
atau belum diatur hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang
ada. Pun juga dengan hakim yang tidak boleh menolak suatu perkara
karena belum jelas atau tidak ada hukum yang mengaturnya, karena itu
penemuan hukum oleh hakim menjadi sebuah tuntutan.

2. Judicial Review

Judicial review dapat dikatakan sebagai instrumen hukum yang
dapat mengawal isi peraturan perundang-undangan melalui uji materi. Di
Indonesia judicial review dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu uji
materi undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang dilakukan
oleh MK dan pengujian secara materil terhadap peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi yang menjadi kompetensi MA.*?

Konsepsi judicial review hadir dalam kerangka objek yang lebih
luas, dibandingkan dengan konsep contstitutional review, yang hanya
sebatas pengujian konstitusional suatu aturan hukum terhadap konstitusi

(UUD), sedangkan judicial review memiliki objek pengujian yang lebih

*" Ibid., him. 161-162.
%2 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), him.122.
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luas, bisa menyangkut legalitas peraturan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, tidak hanya sekedar Undang-undang terhadap
UUD. Akan tetapi, pada segi subjek pengujinya, makna judicial review
mengalami penyempitan, sebab judicial review hanya dapat dilakukan
melalui mekanisme peradilan (judiciary), yang dilaksanakan oleh para
hakim.*

Judicial review merupakan hak menguji (toetsingrecht) dari
kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan.®*  Fungsi judicial power dalam melakukan
pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai
konsekwensi dari prinsip check and balances® antar organ pelaksana
kekuasaan negara.®® Seperti diketahui check and balances ini merupakan
sebuah prinsip yang identik dengan negara hukum dan demokrasi®’, tidak
terkecuali Indonesia yang dibuktikan dengan pengakuan oleh konstitusi
tentang adanya lembaga negara dengan fungsi dan kewenangannya
masing-masing.

F. Metodelogi Penelitian
Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan
masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan dan menyusun data guna

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya

% Jimly Asshiddigie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2005), him. 2-7.

3 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, him. 73

% Imam Soebechi, Hak Uji Materi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 73.

* Ibid., him. 65.

%7 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press,
2005),hIm. 123-130.
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dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam hal ini tesis. Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau
penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian hukum yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma
hukum dalam hukum positif.*® Penelitian hukum melakukan penelusuran
terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu
keputusan hukum yang konkret.*® Penelitian ini berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan yurisprudensi
sebagai objek judicial review.  Namun demikian tidak menutup
kemungkinan peneliti juga melakukan wawancara kepada ahli atau pakar
hukum.
2. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis
normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu penelitian
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.**  Selain
pendekatan perundang-undangan penulis juga menggunakan penelitian

konseptual.

% Jhonny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia,
2007), him. 26.

* Ibid., him. 299.

“0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), him.133.
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3. Bahan Hukum Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif maka

sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang

diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen

yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum yaitu:

a.

Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

otoritatif artinya mempunyai otoritas.** Penelitian ini mengambil beberapa

bahan hukum primer, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Hak Uji

Materi.

1 bid.,

him.181.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,
yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan** yang relevan sebagai
refrensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian
ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun
sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulaif dan sebagainya.®
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bahan informasi untuk proses berfikir
eksplisist.** Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen
merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan menggunakan
content analysis.”® Dengan demikian maka langkah awal yang akan
dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan hukum yang akan

diperiksa berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

42 H
Ibid.
8 H Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 24.
** Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), him.14.
** Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 21.
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5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut
permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.
Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung
dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis
digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif
artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu
dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap
pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan
metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi
yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang
diajukan dalam tesis ini secara lengkap.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan maksud agar dalam
penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada
satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran
umum penulisan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas
meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian,
halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan
abstrak.

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.
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Bab Kedua: Pada bab ini akan diuraikan kajian teori yang akan
digunakan sebagai bahan analisis. Dimana teori yang akan diuraikan pada
bab ini adalah teori penemuan hukum dan teori yurisprudensi.

Bab Ketiga: Pada bab ini akan diuraikan tentang yurisprudensi
beserta dengan kasus posisi yang menjabarkan beberapa yurisprudensi
yang bertentangan dengan undang-undang.

Bab Keempat: Pada bab ini akan diuraikan pembahasan sebagai
jawaban dari rumusan masalah yang kedua yang akan membahas tentang
legalitas yurisprudensi sebagai dasar penyelesaian perkara dan
yurisprudensi sebagai objek judicial review.

Bab Kelima: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, terdiri dari
kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan
saran sebagai sebuah sumbangsih pemikiran atas penelitian ini.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-

lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan atas uraian pada bab
sebelumnya yang merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang diutarakan
dalam bab pertama sebagai hasil penelitian yang dilakuakan. Selain memberikan
kesimpulan, dalam bab ini juga penulis mengutarakan saran sebagai solusi atas
hasil penelitian yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun
kesimpulan dan saran tersebut yaitu:

A. Kesimpulan
Dari analisis dan argumentasi di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Intensitas penggunaan yurisprudensi sebaga dasar penyelesaian perkara di
Indonesia sudah begitu nyata. Hal ini dibuktikan dengan tiga contoh
yurisprudensi yaitu yurisprudensi “penetapan tersangka sebagai objek
praperadilan”  berdasarkan  Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.,
yurisprudensi “keputusan bebas tidak murni bisa diajukan kasasi” berdasarkan
Putusan No. 275 K/Pid/1983 dan yurisprudensi “pencatatan perkawinan beda
agama” berdasarkan Putusan No. 1400 K/Pdt/1986, setidaknya ketiga
yurisprudensi tersebut telah digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara
sebanyak 948 putusan. Penggunaan ketiga yurisprudensi tersebut menjadi
bukti bahwa yurisprudensi secara praktis memiliki otoritas sebagai dasar
penyelesaian perkara;

2. Sebagai sebuah produk hukum yurisprudensi harus diletakkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang lain, salah satunya bisa menjadi objek

120
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jidicial review. Judicial review bertujuan untuk mewujudkan prinsip Check

and balances dimana lembaga negara dengan produk yang dikeluarkan dapat di

awasi jika memang terjadi konflik norma. Hal tersebut dilakukan untuk

memastikan sebuah yurisprudensi benar-benar sesuai dengan nilai dan

memenuhi rasa keadilan masyarakat.
B. Saran

Sebagai produk hukum yang memiliki otoritas yang sudah dilakukan
dalam kebiasaan hukum di Indonesia dalam waktu yang lama, yurisprudensi harus
mendapatkan tempat yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan,
yaitu dengan merevisi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk
terciptanya sebuah kepastian hukum dan mengkonstruksi sistem hukum di
Indonesia menjadi lebih baik, sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.
Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang layak diberikan kewenangan

untuk melakukan pengujian terhadap yurisprudensi. Sebagai sebuah produk
hukum vyang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka tidak mungkin
memberikan kewenangan pengujian kepada lembaga yang sama. Dengan
dilakukannya pengujian oleh Mahkamah Konstitusi maka esensi dari lahirnya
gagasan judicial review yaitu check and balances dapat terwujud. Adapun untuk
memberikan dasar hukum untuk MK dalam kewenangan ini dengan melakukan
revisi terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi,
dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan

pengujian terhadap yurisprudensi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I: Terjemahan

BAB |1

Halaman

Terjemah

39

...Maka jika kamu berselisin paham tentang sesuatu
perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan
Rasul....

39

Nabi bertanya kepada Muaz Ibnu Jabal, Bagaimana
engkau memutuskan perkara apabila diajukan perkara
itu kepada engkau? Mu’az menjawab Aku akan
putuskan dengan kitab Allah (Al-Qur’an). Nabi bertanya
kembali, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya
didalam kitab Allah? Mu’az menjawab, aku akan
putuskan dengan sunah (Hadis) Rasulullah. Nabi
bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak
mendapatkannya baik dalam kitab Allah maupun dalam
Sunah Rasulullah? Mu’az menjawab, aku akan
berijtihad dengan segala kemampuan dan tidak akan
berlebih-lebihan. Rasulullah menepuk dadanya, sembari
berucap segala puji bagi Allah yang telah memberi
taufik kepada utusan Rasulullah.

BAB IV

Halaman

Terjemah

116

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya
bergantung kepada kemaslahatan.




Lampiran I1: Putusan Kasus Posisi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili

y garkara Praperadilan pa_da peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan

K
o




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai ........................ PEMOHON |
TERHADAP:

Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK, beralamat di JI. HR
Rasuna Said Kav C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan (12920), dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Chatarina M.

. Gitsang. SH., SE., MH., Nur Chusniah, SH., MHum., Rasamala

) \*Aritonggxg. QSI-!. MH., Rini Afriyanti, SH., MKn. Indah Oktianti




ok Diréktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
' putusan.mahkamahagung.go.id

. Putusan-putusan  Pengadilan yang dijadikan dasar acuan dalam
mengajukan permohonan ini tidak dapat dipandang sebagai Yurisprudensi ;
Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHAP merumuskan pengertian
“Praperadilan” adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
a. sah alau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
:Igrs,ang[ggggauk:eluarganya-atau pihak lain atas kuasa tersangka ;

idaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Jnaang ini




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
"t putusan.mahkamahagung.go.id

positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau
pengujian tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka" menjadi objek
praperadilan ;

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak

mengatur, apakah Hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan

pertimbangan bahwa “hukum tidak mengatur” atau “hukumnya tidak ada" ?
Mé)_minﬁbang, bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman

1 untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya




Diréktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Permohonan Praperadilan prematur.
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Termohon dalam
mengajukan eksepsi ini pada pokoknya adalah bahwa Termohon belum melakukan
~ upaya paksa apapun terhadap Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan,

sukan rumah atau penggeledahan terhadap diri Pemohon ;

-




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri menetapkan bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka'

merupakan objek praperadilan ;




N Tt o eV oo oo s s s obe 49 SN O a5k s
Bahwa dengan mempertimbangkan keputusan Menteri Kehakiman R!
Nomor. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tangga! 10 Desember 1983 tanggal 10
: amber 19583 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaa Kitab Uncang-
ukum Acara Pidana. khususnya butir 18 mengenal putusan bebas
bungannya dengan banding dan Kkasasi, dinyatakan bahwa

shirkan yurisprudensi yang mengabulkan
an bebas Terdakwa Natalegawa yang*
Mahkamah Agung Reg. No. 275

ng cigunakan hMahkamah Agung
tusan bebas. antara lain: pertama -f
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Putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Sementara itu yang dimaksud dengan nomenklatur verkapte
vrsjprask atau bebas tidak murni indikatornya yaitu: (i) jika putusan bebas
itu didasarkan pada penafsiran yang Kkeliru terhadap sebutan tindak pidana
yang disebut dalam surat dakwaan: (ii) jika dalam menjatuhkan putusan,
; pengadilan telah melampaui wewenangnya di ranah kompetensi absolut
maupun relatif, serta memberikan pertimbangan yang bersifat non juridis.
Terhadap kategori bebas tidak murni inilah kasasi wajib untuk diperiksa.
' >, 1985, 543-546)_ Kendati SistEm Hukum di Indonesia tidak
risprudensi mengikat (binding jurisprudence act atau

enerapannya berlangsung efektif.
Insprudensi tentang kasasi atas putusan
urisprudensi - yang  dikategorika
Snurut yunsprude ISi yang ¢




PUTUSAN
Reg. No. 1400 K /Pdt/1986

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

n dalam tingkat kasasi telah mengambil pu-

k:

pern '1=““‘!1.')_¢r

gung tersebut

g
ongkos ;e.u)a}ﬁzwzi




Menimbang, bahwa dalam penolakannya Kepala Kantor Urusan

rsebut memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepen-
eberatan atas penolakan itu, dipersilahkan meminta pene-

974 sedangkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pro-
Khusus Ibukota Jakarta menganjurkan pemohon menga-
'wPenggddan Negen Jakarta Pusat untuk menda-

1 Tahun 1974 tentang

. tunduk pada hukum

‘ aan (perkawinan cam-

nai perkawinan campuran

ua belah pihak yang.akan
I ;

am s)n'?& f
Nga uh» in /\a




perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-

dang Dasar 1945 pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga
ra bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di
nya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga
kalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-undang
tukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan
inan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal

ng Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara

setiap warganegara untuk memeluk agama

lipertimbangkan di atas maka Undang-undang
| tidak mengatur mengenai perkawinan dari
’ nan agama;
-undang No. | Tzhun 1974, ada per:
Perkawinan Campuran jalah -

ki




ordonantie Christen Indonesien S. — 1933 No. 74) dan Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.
1898 No. 158) kesemuanya memandang soal perkawinan hanya
dalam hubungan perdata saja; :

Bengan demikian jelas bahwa dalam Undang-undang Tentang Per-
kawinan menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum
karena menurut kenyataan dan Yurisprudensi dalam hal perkawin-
an antara calon suami dan calon isteri yang berbeda agamanya ada
erkawinan yang berlaku pada saat yang sama,
ntukan hukum perkawinan yang mana yang
g pasal 2 ayat (J) Undang-undang No. 1 Tahun
0 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
3 ; kawinan antara 2 orang yang sama
kekosongan hukum maka juga di
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